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Pasal 281 KUHD merujuk ke Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau
penyembunyian hal-hal yang diketahui oleh tertanggung walaupun dengan itikad baik, sehingga seandainya penanggung telah
mengetahui keadaan sebenarnya tidak akan mengadakan asuransi itu, atau dengan syarat-syarat demikian itu mengakibatkan
asuransi dapat batal demi hukum. Seperti kasus yang menimpa salah satu pemegang polis asuransi PT. Prudential Life Assurance
yang permohonan klaim asuransinya ditolak, di mana penolakan klaim ini berujung pada pembatalan perjanjian. 
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak dalam
perjanjian asuransi, dan faktor penyebab pembatalan perjanjian asuransi kesehatan PT. Prudential Life Assurance serta upaya
penyelesaian sengketa terhadap pihak yang dirugikan.
Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang
bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan informan dan
responden.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak pihak yang dirugikan akibat pembatalan sepihak dalam
perjanjian asuransi telah diselesaikan dengan memperbaharui perjanjian asuransi. Pemberitahuan yang keliru antara para pihak
menjadi faktor utama batalnya perjanjian asuransi kesehatan PT. Prudential Life Assurance. Upaya penyelesaian sengketa terhadap
pihak yang dirugikan menggunakan upaya negosiasi.
Disarankan untuk lebih memahami isi polis asuransi bagi pemegang polis agar tidak terjadi sengketa-sengketa yang merugikan
pihaknya. Perlu adanya pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi pihak tertanggung sebelum menyepakati polis asuransi.
Terhadap sengketa-sengketa yang menimpa para pihak disarankan untuk menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar
pengadilan. 
